
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR A TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PEI,AYANAN MIMMAL BADAN T.AYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CECAR

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanaka! ketentuar Pasal 36

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Ta-hun 2Oi8

tenta-rrg Badan Layanarl Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar

Pelayaran Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat

Cecar Kabupaten Musi Rawas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja Di

Sumatera Setatan (Lembaran Negara Repubtik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

kmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaral Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

BUPATI MUSI RAWAS
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Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umrrm Daerah (Bcrita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1213);

Peraturan Daeratr Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pqnbentukan dan Suerman Perangkat Daerah

IGbupaten Musi Rawae 0.€mbaran Daerah

Ikbupaten Musi Rawas Tahun 2O16 Nomor 1O)'

MEMI,IIUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PEIAYANAN

MINIMAL BADAN LAYANAN I.'MT'M DAERAH PADA

ruSAT KESEHATAN MASYARAKAT CECAR KABUPATEN

MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal f

Dalan Feraturan Bupati ini 5rang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupat€n Musi Raa,as.

2. Pemerintah Ikbupaten adalah BuPati dan perangkat

daerah sebaggi unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Ke8ehatan lGbupeten

Musi Ranas.

5. Badan Layanarr Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

di Lingkr:ngan Pemerintah l(abuPaten Musi Rawas

yang dib€ntuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyamkat berupa perryediaan barang dan/atau jasa

yang dijualkan mengutamatan mencsri keuntungan'

dan dalam melakukan kegiatan nya didasarkan pada

prinsip eEsiensi dan produkivitas-

3.

4.
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6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya

disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan

keuangan yang memberikal fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praldek

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskal kehidupan

bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan

keuangan daerah pada umumnYa.

Pusat Kesehatan Masryarakat, yang selanjutnya

disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan

Maeyarakat Cecar yartg merupakan Pusat Kesehatan

Masyarakat sarana pelayanan kesehatan fungsional

dan merupakan Unit Kerja Perangkat Daerah yang

menangani urusan kesehatan dalam rangka

memberikal pelayanan secara menyeluruh dan

terpadu kepada masyaralat.

Pelayanan kesehatal adalah kegiatan yang bertujuan

untuk meningkatkan status kesehatan, mencegalt

penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit,

memantau perkemba-ngan penyakit, mencegah

kecacatan, darl merehabilitasi kes€hatan pasien.

Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yalg

diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis

kepada semua pasien yang berkunjung ke

Puskesmas, hrskesmas Rawat Inap, Puskesmas

Pembantu, dan Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan

Desa (PKD), Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu)

dalam rangka pemeriksaan anarutesa, observasi,

diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral

dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu

tinggal di rawat inap.

Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan tingkat

lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau

paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang

kepada pasien tertentu yang berkunjung ke

8.
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Puskcamaa, Puakesmas Rawat Inap' Puskesmas

Pembantu, dan Pu8kesmas KelilinA yang telah

memperoleh pelayanan kesehatsn dan karens

penlrakit nya memerlukan tindakan khusus atau

findafian lanjutan pengobatan.

11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada

pasien rmtuk observasi, Perawatan, diagnosis,

pengpbatan, rehabilitasi medic atau kes€hatan l,ain

nya dengan menempati tempat tidur Puskesmas

Rawat Inap.

12. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan

tingkat lanjutan yang harus diberilen secePat nlra

untuk mencegah dan/ atau menanggulangi resiko

kematian atau cacat.

13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjut nya

disingkat SPM adalah hasil spesilikasi tetnis tentsng

tolsk ukur layanan minimal yang diberikan oleh

Puske8mas kepada marvarakat.

14. Jenis pel,ayanan adalah jenis-jenis pelaysnan yang

diberikan oleh Puskesmas kepa.da masyarakat.

15. Mutu pelayanan tes€hatan adalah kinerja yang

menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan

kes€hatan, yang disatu pihak daPat menimbulkan

kepuasan pada maoyarakat serta pihak lain, tata

penyelenggaraan nya sesuai standar yang telah

ditetapkan.

16. Defmisi operasional adalah uraian yang dimaksudkan

untuk menjetraskan pengertian dari indicator upa.ya

kesehatan perorangan dan upaya kesehatan

masyarakat.

17. Sumb€r data adalah sumber bahannya atau

keterangan yang dapat dijadikan dasal kajian yang

berhubungan langsung dengan persoalan,
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18. Upaya Kesehatan Perorangan yang s€lanjutDya

disingkat UKP adalah upaya kesehatan yang

bertujuan r:ntuk menyembuhkan penyakit darr

memulihkan kesehatan perscorangan dan keluarga.

19. Upaya Kesehatan Masyarakat yang sclanjutnya

disingkat UKM adslsh upaya kesehatan Jrang

bertujuan memelihara, meningkatlan kesehatan dan

mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat,

20. Upaya penyediaan data keschatan adalah kegiatan

yang dilPkt'kqq oleh Petwas pengelola deta untuk

melakukan pengumpulan data, penSolahan dan

analisis data hasil kegiatan upaya kesehatan

perorangsn, upaya kesehatan masyaral(at, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk

mengetahui kondisi keschatan dan fektor yang

aempengaruhinya.

BAB U

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Standar Pel,ayanan Minirrurl dirnakrurrkcn untuk

memberi panduan kepada Pemerintah Kabupaten

dalam metraksanakan perencanaan, pel,aksanaan,

pengpndalian, pengawaean dan pertanggungiawaban

penyelengaraan Standar Pelayanan Minimal pada

Puskesmas.

(2) Standar Pelayanaa MhirYl,.l ini bertujuan untuk

meningkatkan dan meqiamin mutu pelayanan

kesehatan kepada masyaxakal

, ."*:.U1.



PARAT I(OCIlDINASI

BAB M

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR MLAI'

BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN

r-IRAIAN STANDAR PEI.AYANAN MIMMAL

Bagian lftsatu

Jenis Petrayanan

Pasal 3

hskcemas mcmpunyai tugas mclaksanakan

kesehatan dengan mengutamakan p€ncegahan (Petmrit),

pcnlrembuhan (kuruffi, pemulihan (rchabilLtatifl yanz

dilaksanakan s€cara terpadu dengan upaya peningkatan

(profl @lifl sf.rta lwy a rujukan.

Bagian l(edua

Jenis Felayanan, Indikator, Standar NiLai, dan Batas

Waktu Pencapaian

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan untuk Puskesmas, meliputi :

a. Upaya Kesehatan Per€eorangan, meliputi :

1) Pelayanan Gawat Darurat;

2) Pelayanan Rawat Jalan;

3) Pelayanan Rawat lnap;

a) Persalinan;

5) pelayananlaboratoriumSederhana;

6) Pelayanan Farmasi;

4 Felayanan Gizi;

8) Pelayanan Rekam Medik;

9) Pengelolaan Limbah;

1O) Administrasi dan Manajemen;

1 1) Pelayanan Ambulan ;

12) Pemeliharaan;

13) Pencegahan dan Pengendalian; dan

14) Pelayanan Keernqnen;
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Upaya IGsehatan Maqrarakat, meliputi :

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;

2) Pelayanan Kes€hatan Ibu Bersalin;

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lshir;
4) Pelayanan Kesehatan Balita;

5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan

Dasar;

6) Pelayanan Keschatan Peda Uaia Produktif;

7) Pelayanan l(esehatan Pada Usia lanjuu

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hiperten8i;

9) Pelayanan Kesehat n Penderita Diabetes

MiletuB;

10) Pelayanan IGe€hatan Orang dengan Ganguan

Jiwa llerat;

11) Pelayanan Kesehatan Orang dengatr TB; dan

l2)Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko

Terinfeksi HIV.

Indikator, standar nitrai, batas wakhr pcncapaian pada

setiap jenis pelayanan untuk uPaya kesehatan

perseoEngan pada hrskesmas t€ttantum dql.r"r

Lampirsn I Peraturan Bupati ini.

Indikator, standar nilai, batas waldu pencapaian pada

jenis pelayanan untuh upaya kesehatan masyarakat

pada Puskesnras, tcrcantutn dalan Iampiran II
Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEIAKSANAAN

Pasal 5

(1) Puskesmas yang mencrapkan PPK BLUD wajib

melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam

Peraturan Bupati ini.
(2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud peda ayat

(1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

pelayanan yang di pimpinnya sesuai SPM yang di

tetapkan dalam peraturan Bupati ini.

(21
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(1)

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang scsuai dengan SPM

dilakukan oleh tenaga dengan kualifikaai dan

kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 6

Kcpala Puskcamas yang mencrapkan PPK BLUD

menJ.usun rencana kerja dan anggaran, target, serta

upa.ya dan pctraksanaan pcningkatan mutu pelayanan

tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan

SPM.

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (l), disusun dengan mcnggunakan format

Rencana Bisnis den Anggaran.

Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan

pelayanan yang menjadi tugaanya, dil,aksanakan

dengan mengacu pada SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagien Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

FeEbinaan teknis Puskesmas yang Eenerapkan PPK

BLUD dilalrukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pembinaan kcuangan Puskcsma.s yang mcncrapkan

PPI( BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola

Keuangan (PPKD)

Pembinasn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), bcrupa fasilitasi, pemberian orientasi umum,

pctunjuk teknis, bimbiagan telnis, pendidikan dan

latihsn atau bantuan teknis laifftya yang mencakup :

l2l

(3)

(r)

(2)

(3)



(1)
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a. perhitungan sumber daya dan dana yartg

dibutuhkan unhrk mencapai SPM;

b. penlrusunan rencana pencapaian SPM dan

p€netapan target tahunan pencapaian SPM;

c. peniLaian prestasi kerja pencapaian SPM;

d. pelaporan prestasi kerja pencaPaian SPM;

e. penlruaunan peraturan perundang-undangan

untuk implementasi PPK BLUD Pada Puskesmas

yang berBangkutan;

f. Penlrusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;

g. Pelaksanaan anggaran; dan

h. Akuntansi dan pcl,aporan keuangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

Pengawasan dilakukan olch Peranglat Dacrah Srang

mempunyai tugaa dan fungsi pengawasan.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang mempunyai tugae dan fungsi

pengawasan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1),

dapat dilakukan oleh pengawas intemal.

Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dilaksanakan oleh intemal auditor yang

berkedudukan langsung dibawah Kepafa Puskesmas

sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-

undangan.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

(1) BLUD yang mcDiliki rcalisasi nilai omaet tahunarl

menurut Laporan operasional atau niliai aset menurut

neraca yang mcmenuhi sy'arat minirnel, dapat

dibentuk dewan pengawas.

(3)
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(3)

(2) Jumlah anggota dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkar sebanyak 3

(tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorsng di

antara anggota dewan Fngawas ditetapkan sebagai

ketua dewan pengawas.

Syarat minimat s€bagaimana

(1), dan jurnlah angSota

sebagaimana dimaksud pada

Irraturan yang ditetapkan

Negeri.

dimaksud pada ayat

dewan pengawas

ayat (2), mengikuti

oleh Mentcri DPlPrn

(4) Dewan pengawaB dibentul( dengan keputusan

Bupa.ti atas usulan pemimpin BLUD.

Pasal 10

(U Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang

dilakr.rkan oleh pejabat pengelola sesuai dengan

ketenhEn peraturan perundang-undangan.

(2) Dewan pengawae berkewaj iban:

a. memberikan dan saran kepada Bupati

mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat

pengelola;

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan

memberikan pendapat serta saran kepada Bupati

mengenai sctiap masalah yang dianggap penting

bagi pengelolaan BLUD;

c. mel,aporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;

d. memberikan nasehat kepada Pejabat pengglola

dalam melaksanakan pengelolaffr BLUD;

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik

keuangan maupun non keuangan, scrta

memberikan earan dan catatan-catatan Fnting
untuk ditindakla4iuti oleh pejabat pengeloLa

BLUD; dan

f. memonitor tkdak lanjut hasil evaluasi dan

penilaian kinerja.

PAMF KOORDINASI
PAR{tOooRDL\AGI



(3) Dewan pengawas melaporkan pclaksanaan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lcpada BuPati

secara berkala paling scdikit I (satu) kali dalam satu

tahun dan sewal<hr-walfir apabila diperlukan'

Pasal l1

(1) Anggpta dewan pengawas dapat tardiri dari unsur-

uflsur:

a. pcjabat Pemngkat Dacrah yang bcrkaitan dengan

kegiatan BLUD;

b. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi

pengelol,aan keuangan daerah; dan

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLlrD.

(2) Pengangkatan angota dec,an pengawas tidak

bersamaan dengan Pengangkatan

pejabat pengelola BLUD;

(3) IGiteria yang dapat diusulkan menjadi dewan

pengas,as, yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memahami masslah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD,

serte dapat menSrediakan waktu yang cukup

untuk melaksanakan tugasnya;

b, mampu meleksanakan perbuatan hukum dan

tidak pemah dinyatakan pailit atau tidak

pernah menjadi anggota direksi atau

komisaris, atau dewan pengawas yang

dinyatakan bersafah sehingga menyebabkan

suatu badart usaha pailit atau orang ya[g

tidak pemah mel,akukan tindak pidana yang

merugikan daerah; dan

c. mempunlrai kompetcnsi dal,am bidang manajemen

keuangan, sumber daya manusia dan menpunyai

komitmen terhadap Peningkatan lilrralita8

pelayanan publik.
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Pasal 12

(1) Masa jabetan anggpta dewan pengawas diGtapkan

eelams.5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali

untuk sahr kali masajabatan bcrikutnya.

(2) Anggpta dewan pengawas daPat dib€rhentikan

sebelum waktunya oleh BuPa.ti.

(3) Pemberhentian anggota der,sn pengawas sebelum

waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

apabil,a:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. ddak melaksanakan ketentuan perundang-

undangan;

c. terlibat dalam tindaksn yang merugikan BLUD;

atau

d. dipidana penjara karena dipersalahkan

melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan

yang berkaitan dengan tugasnya melaksanal€n

pengawasan atas BLUD.

Pasal 13

(1) Bupati dapat mengangkat sclcetaris dewan l,engawag

untuk mendukung kelancaran tugas dewen

pcnSawas.

(2) Sek€taris dewan pengawas scbaggimana dimaksud

pada ayat (1), bukan merupakan snggota dewan

pcngawas.

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dole'n Felsksanaan

tugas dewan pcngawas dan sckretaris dewan pengawas

dibcbarkan pada BLUD dan dimuat delom RBA.

I
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BAB VItr

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan BuPati ini mulai berlaku Pada tanggal

diundangkan.

Aggr sctiap

Pengundangan
penempatannya

Rawaa.

orang mengetahuinya memerintahkan

Peraturan BuPati ini dengan

dalam B€rita Daerah l(abuPaten Musi

Ditetapkan di Muam Beuti

pada tanegal ( rz4auta- zots
RAWAS,

UNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggsl €, cetlalbt 2olg

SEKRETARIS DAERAH

KABT'PATEN MUSI RAUIAS,

PRISKODENSI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR.6.d
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